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ABSTRAK :  - Bahwa guna mengakomodir pengaturan mengenai Pajak Penghasilan Ditanggung 
Pemerintah yang berasal dari setoran bagian Pemerintah, dalam rangka memberikan 
manfaat dan keadilan kepada daerah dan menjaga iklim investasi yang kondusif bagi 
investor, perlu mengatur mengenai Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah dan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi 
untuk pembangkitan energi/listrik dan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik 
dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil 
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun 
Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 
2010 No.126, TLN No.5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN 
Tahun 2011 No.81, TLN No.5233), Keppres RI 76 Tahun 2000, Keppres RI 56/P Tahun 
2010, Kepmenkeu RI 766/KMK.04/1992 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu 
RI 209/KMK.04/1998, Permenkeu RI 228/PMK.05/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Setoran bagian Pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha kegiatan 
pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik diberlakukan 
sebagai penyetoran Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2011. Penyetoran Pajak 
Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dengan pagu 
anggaran sebagaimana ditetapkan dalam UU 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah 
dengan UU 11 Tahun 2011. Bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) disetor oleh Pengusaha panas bumi ke dalam Rekening Penerimaan Panas Bumi 
Nomor 508.000084980 pada Bank Indonesia paling lambat 30 hari setelah berakhirnya 
triwulan yang bersangkutan. Laporan dan pertanggungjawaban atas Pajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. 
Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Unit Akuntasi Kuasa Pengguna 
Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 
mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 
31 Desember 2011. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011. 

 


